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WALIKOTA SUNGAI PENUH 
PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH 
NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 30 
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN  
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KOTA SUNGAI PENUH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 

Menimbang 

 

: 

 

a. bahwa berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan 
Daerah Kota Sungai Penuh pada saat ini, berada pada 
Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, maka 
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai 
Penuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan  dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai 
Penuh Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai 
Penuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh, perlu diubah dan 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai 
Penuh tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota 
Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan  dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Sungai Penuh; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 6057); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Dana Operasional; 

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan  Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran 
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3); 

8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 
Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 
Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh (Berita 
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 33); 

 
 
 
 



MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 
30 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK 
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh 
Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 
Nomor 33), diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan data realisasi 
APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang 
direncanakan.  

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

(3) Berdasarkan penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Kemampuan Keuangan Daerah 
pada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah Sedang.  
 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 
 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Sedang yaitu sebanyak 
5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD. 

  
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil 
Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. 



(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan 
Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang. 

(3) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan 
dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, 
efisiensi dan akuntabilitas. 
 

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 23 

Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua 

DPRD. 

b. Wakil Ketua DPRD paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang 
representasi Wakil Ketua DPRD.    

  

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 28 
 

Hak Keuangan berdasarkan Peraturan Walikota ini dibayar terhitung mulai 
tanggal 1 Januari 2020.    

   

Pasal II 
  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh. 
 

   
Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 25 Februari 2020 

  

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
  
          ttd 
                
        ASAFRI JAYA BAKRI 

 
Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 25 Februari 2020 
  

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH, 
 
    ttd 
   
MUNASRI 
                                                                                                                                                                                                                                                          
BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 4 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Setda Kota Sungai Penuh, 
 
 
 
ZAHIRMAN, SH, MH 

NIP. 19730115 200604 1 006 


